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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR 1 TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintalian Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 . tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

, disertai dengan penjelasan .dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan
peraturan perund.ang-undangaii untuk memperoleh persetujuan bersama; -

b, . hahvva Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud Halam
huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana-Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam kebijak
APBD serta prioiitas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada
tanggal 18 Januari 2016;

c. bahwa.berdasarkan pertimbangan sebagainiana dimaksud dalam humf a dan huruf b perlu membentuk'Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016. ; :

an umurn

-r'—’-S’

Men îngat . : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun0.945;
Undang-Undang Nomor 7 Drt. Taliun 1956 tentang Pembentukan DaeraJi Ofonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerali
Propinsi Sumatem Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repxiblik
Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noxnor .75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 . Tahun 2003 tentang Keuang&n Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)-; *' T"
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12, Tahun -.2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
. 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

. . . .Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679); ' -

12. Peraturan Pemerintah Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan . Pemerintahan Daerah
.. (^mbaran-Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor.41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :4090);"

,5 . ,v,,.l^B^tur|^^einermt^^i -̂ -6 ^̂fcp 3̂.Q@;I.Jtex3ts>»g Pajak .D.aeauh. (Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

.1.4,--Peraturan.Pemerintah . Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran . Negara. Republik Indonesia_Tahun .20.0-1- Nomor,
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4139); ~

15,..Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
.. Negara,Republik Indonesia Tahun..2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana

?te^h.^ul^»behe^ap%h^,wt§r^ihr^enganP.ej;aturaq.-Pemerintah Nomor -2ihTahun-20Cl7:t-egtang^^ PembahamKeti:ga-:afas:'Reraturan ;:

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang, Ke-dtidukan. Protokoler.cdan Keuangan- - Pimpinan dan Anggota DPIvD (Lembaran: Negara '

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lernb.aran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)..; . . . . ..... -- -
. .16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); . . . .
17. Peraturan .-Eemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahmi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
" 18,..Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun -2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara,, Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor .

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); _ ./ p . / .j.."'

19. Peraturan Pemerintali Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia.Taihun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun' 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun
Nomor 1 Tahun 2005. tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewari Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 1 Seri D Nomor 1);

26. Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten “

Simalungun.Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
Peraturan Daerah Nonlor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keria Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran .

^ JD’aeralh Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor16} sebagaimaria telah diubali dengah Peraturan Daerali__ -̂-Ndmor- 'S-TahunilGl^, tefitang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang.
. Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten SimalungunJ'ahun 2014, Nomor

3 Seri D Nomor 3); ~ " ;1

28. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tuntutan Ganti Rugi .Keuangan.. dan Barang Daerah
: (Lbinbaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomor 6 Seri D Nomor 6); . .
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27,

, 29, Peraturan.Menteh -Dalafn Negeri Nomor-43 Tahun. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah -^ -dengan..Peraturlm^M'enten :'Dalam Negeri ' Nomor 21 Tahun 2011 tentai^^erubaiian kedua 'Stal"Perahxiaii Mehteri Daldm Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolhan Keuangan'-Daerah;

•
_

30. Peraturan MenteiT Daltuh Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman -Penyusunan-' Arjggaran Pendapatan
dan Be.lanja Daeralt Tah.un Anggaran 2016.
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

dan
BUPATI SIMALUNGUN
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN
ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah

Rp. 2:358.381.021.741,00'

2,218.399.016.011,00Rp.
Surplus Rp. 139.982.005.730,00i

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan
b. ' Pen.geluaran

Rp.
Rp.

200.000.000,00
140.182.005.730,00

;.-4
Pembiayaan Netto

vSisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp. (139.982.005.730,00)
Rp.

Pasal 2
(1) Pendapatan; Daerah sebagaimana dimaksua dalam Pasal 1. terdiri dari:
- — a.• Pendapatan Asli Daerah.. •.

b. Dana pemnbangan
-’b. Laindain Pendapatan Daerah yang.Sah

*T-1'9;980>274P8597,00 - A A
''RP. ' 1.440.573.466.000,00

- 797.827.230.882,00="'

Rp

- -T-..Rp - A.

(2) Pendapatan: Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah
b. Rehibusi Daerah
c. Basil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah

Dipisabkan.

d. Lamdak;;:Pendapatan -Asli Daerah. yang Sah

50.525.000.000,00Rp.
Rp. 10.076.451.399,00

18.000.000.000,00Rp.

41.378.823.460,00Rp.



(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
68.167.009.000,00

1.230.816.187.000,00
141.590.270.000,00

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
b. Dana Alokasi Umum

Rp.
Rp.

c. Dana Alokasi Khusus Rp.

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pendapatan Hibah
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah lainnya
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
d. Pendapatan Lainnya

Rp. 2.343.238.450,00
207.647.248.772,00Rp.

Rp. 357.432.015.660,00
230.404.778.000,00Rp.

.V.-./.
Pasal 3

^ (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung
b , Belanja Langsung

Rp. 1.685.419.332.069,00
532.979.683.942,00

bp;. (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1.302.396.673.699,00

42.827.311.4.00,00
4.520.000.000,00

99.200.000.000,00

Rp.

a. Belanja. Pegawai
b. Belanja Hibah

. c.."Belanja Bantuan Sosial
. d.; Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/'Kabupaten/

Kota dan Pemerintah. Desa : •• • • -"
e. BelanjaHantaan Keuangan Kepada Provinsi / ' .#» . . Rp. . . „231.475.346.970,'00- t

Kabupaten/Kota dan Pemeiintahan Desa ' _
,f. Belanja Tidak Terduga Sejumlah

Rp.
RP.y
Rp.
Rp.

• - - -;r-:•

Rp, 5.000.000.0(10,00

3} Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja. :"
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Baraag dan Jasa
c. Belanja Modal

83.708 014.415.00
301.018,527.365,00
148.253.142.162,00

Rp.
Rp.
Rp:
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Pasal 4
(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Rp.

sebelumnya (SILPA)

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
140.182.005.730,00

200.000.000,00
140.182.005.730,00

Rp.
Rp.

200.000.000,00

a. Pembayaran Pokok Hutang Rp.
Pasal 5

y. Uraian. lebih lanjut Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah. dan Organisasi;

% 3..:-; Lampiran.Ill;Rineian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dari’Pembiayaahf
. vl 3': Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; ^LH .. 5-. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untulc keselarasan dan keterpadaan urusan Pemerintahan Daerah- dan Fungsi dalam kerangkaPengelolaan Keuangan Daerah;

6. Ldmpirain VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;; 7. Lampiran VC Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VII!Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; '

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan-Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daemh;
10. 'Lampiran X Daftar Perkiraan. Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lam;;

•.
11. .Lampiraii.Xl Daftar Kegiatan-Kegiatan tahirn anggaran- sebelumnya yang belum diselesaikan.dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini-; ...12. Lampiran XU Daftar Dana Cadangan Daerah; dan .

13. Lampiran XIII .Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.

s
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Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat.mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabiipaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal MYWhK'i 2016

Pj. BUPATI SIMALUNGUN

dto,r

• -- BINSAR:SITUMORANGL .
i$. Diundangkan di Pamatang Raya--

2016; > .pada tanggal 3Q
,# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

GIDION PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN: NOMQR V SERI P NOMOR l; . '-t ...


